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PENDAHULUAN

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya diharuskan
untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka, tetapi juga untuk memperkuat citra merek di
mata publik. Salah satu strategi yang kini semakin populer adalah employee branding. Employee
branding mengacu pada proses di mana perusahaan memanfaatkan perilaku, sikap, dan komunikasi
karyawan untuk mencerminkan nilai-nilai dan identitas perusahaan kepada masyarakat. Konsep ini
bertujuan untuk menciptakan persepsi positif tentang perusahaan, yang pada akhirnya dapat
meningkatkan loyalitas konsumen, reputasi perusahaan, dan daya saing perusahaan di pasar global.

Meskipun employee branding memiliki peran strategis yang besar dalam memperkuat citra
perusahaan, pengaturannya dalam hukum Indonesia masih sangat terbatas. Dalam hukum
ketenagakerjaan Indonesia, tidak ada peraturan yang secara spesifik mengatur kewajiban pekerja untuk
mendukung strategi branding perusahaan. Sebagian besar peraturan terkait hal ini hanya tercantum
dalam peraturan internal perusahaan, kontrak kerja, atau perjanjian kerja bersama. Meskipun demikian,
tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjelaskan hak dan kewajiban pekerja dalam melaksanakan
employee branding.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kewajiban pekerja
untuk menjalankan tugas sesuai dengan perjanjian kerja memang diatur, tetapi tidak mencakup
kewajiban terkait employee branding secara rinci. Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja memberikan beberapa perubahan dalam regulasi ketenagakerjaan, peraturan
terkait kewajiban pekerja dalam mendukung branding perusahaan tetap belum tercakup secara jelas. Hal
ini menciptakan celah hukum yang berpotensi menimbulkan konflik, terutama jika kebijakan perusahaan
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terkait employee branding melanggar hak-hak dasar pekerja, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan
privasi.

Kekosongan hukum ini mengarah pada potensi pelanggaran terhadap hak pekerja. Sebagai
contoh, kebijakan perusahaan yang meminta pekerja untuk mempromosikan produk atau nilai-nilai
perusahaan melalui media sosial pribadi dapat melanggar hak privasi pekerja jika tidak ada persetujuan
eksplisit dari pekerja. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum bagi
pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban employee branding berdasarkan peraturan yang ada, serta
mengidentifikasi kesenjangan hukum yang perlu diperbaiki.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan library research dengan menganalisis literatur yang
relevan, termasuk peraturan ketenagakerjaan dan teori hukum yang dapat digunakan untuk mengkaji
kewajiban pekerja dalam konteks employee branding. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi dalam pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif, khususnya terkait
dengan employee branding, sehingga perusahaan dapat melaksanakan kebijakan ini secara sah dan adil
tanpa melanggar hak-hak dasar pekerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Hukum terhadap Kewajiban Employee Branding dalam Hubungan Kerja

Pengaturan tentang kewajiban pekerja dalam mendukung employee branding dalam konteks
hukum Indonesia masih sangat terbatas. Dalam praktiknya, kewajiban ini sering kali hanya diatur melalui
peraturan internal perusahaan, kontrak kerja, dan perjanjian kerja bersama (PKB). Meskipun demikian,
tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur kewajiban pekerja dalam konteks employee branding.
Oleh karena itu, perusahaan dapat mengambil kebijakan internal yang berbeda-beda dalam mengatur hal
ini, yang sering kali mengarah pada ketidakpastian bagi pekerja yang tidak memahami hak dan kewajiban
mereka terkait dengan employee branding.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hanya ada beberapa
ketentuan yang dapat diinterpretasikan secara luas mengenai kewajiban pekerja dalam menjalankan
tugas sesuai dengan perjanjian kerja. Pasal 56 Undang-Undang tersebut mengharuskan pekerja untuk
mematuhi ketentuan dalam perjanjian kerja yang telah disepakati oleh kedua pihak, namun tidak ada
penjelasan lebih lanjut tentang employee branding yang mencakup kewajiban pekerja untuk mendukung
citra perusahaan. Dengan kata lain, kewajiban employee branding belum diatur secara khusus, yang
memunculkan tantangan bagi pekerja dan perusahaan dalam menjalankan kewajiban tersebut.

Karena tidak ada pengaturan khusus yang mengatur kewajiban employee branding, banyak
perusahaan yang mengandalkan peraturan internal untuk menetapkan kewajiban ini. Misalnya,
perusahaan dapat memasukkan klausul dalam kontrak kerja yang mewajibkan pekerja untuk mendukung
citra perusahaan melalui perilaku di tempat kerja, penggunaan atribut perusahaan, atau bahkan
partisipasi dalam kampanye perusahaan di luar jam kerja. Namun, hal ini sering kali berisiko
menimbulkan ketidakpuasan di pihak pekerja jika mereka merasa bahwa kebijakan tersebut tidak adil
atau bertentangan dengan hak-hak pribadi mereka.

Sebagai contoh, dalam beberapa sektor industri yang mengutamakan citra perusahaan seperti
perusahaan media, teknologi, atau pemasaran, kewajiban pekerja untuk terlibat dalam branding
perusahaan lebih sering diterapkan. Dalam sektor-sektor ini, perusahaan mungkin mewajibkan pekerja
untuk aktif di media sosial, menggunakan atribut perusahaan, atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai
perusahaan yang lebih terlihat di publik. Sementara itu, sektor lain yang tidak terlalu mengutamakan
citra publik, seperti manufaktur, cenderung kurang menekankan employee branding sebagai kewajiban
dalam hubungan kerja. Hal ini menciptakan disparitas antara perusahaan-perusahaan di sektor yang
berbeda dalam penerapan employee branding.

Meskipun employee branding bertujuan untuk memperkuat citra perusahaan, hal ini tidak boleh
merugikan hak-hak pekerja. Kewajiban ini harus tetap seimbang, dan perusahaan tidak boleh
memaksakan pekerja untuk bertindak atau berperilaku yang tidak sesuai dengan prinsip pribadi mereka,
seperti mempromosikan produk perusahaan melalui media sosial pribadi mereka tanpa persetujuan
eksplisit. Karyawan memiliki hak untuk tidak dipaksa berperilaku di luar jam kerja atau di luar kapasitas
profesional mereka yang dapat merusak privasi mereka. Oleh karena itu, kebijakan yang adil dan
transparan perlu diperkenalkan agar tidak menimbulkan potensi konflik hukum antara pekerja dan
perusahaan.

Dalam rangka melindungi hak-hak pekerja, perusahaan sebaiknya memperjelas dalam peraturan
perusahaan atau kontrak kerja mengenai batasan kewajiban employee branding. Misalnya, jika pekerja
diminta untuk mengunggah konten di media sosial atau mengenakan atribut perusahaan, perusahaan
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harus menjelaskan hal tersebut secara rinci dan menyertakan kompensasi yang sesuai. Dengan demikian,
pekerja akan memahami kewajiban dan hak mereka dengan jelas, serta tidak merasa terbebani dengan
kewajiban yang tidak wajar.

Dalam hal ini, pengaturan tentang employee branding dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia
seharusnya melibatkan pendekatan yang lebih spesifik dan terperinci. Sebagai contoh, dapat diterapkan
peraturan yang mengatur penggunaan media sosial oleh pekerja yang mencerminkan citra perusahaan.
Oleh karena itu, pengaturan yang lebih jelas akan membantu perusahaan untuk mengimplementasikan
kebijakan ini dengan lebih baik, dan pekerja juga akan merasa dihargai dan dilindungi hak-haknya.

Sebagai upaya untuk menciptakan hubungan kerja yang seimbang, perusahaan juga harus
memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan hak pekerja untuk bebas
berekspresi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memasukkan elemen-elemen yang memberikan
kebebasan bagi pekerja untuk mengekspresikan diri mereka, baik dalam pekerjaan maupun di luar
pekerjaan, selama hal tersebut tidak merusak citra perusahaan. Misalnya, perusahaan harus memberikan
ruang bagi pekerja untuk memilih apakah mereka ingin terlibat dalam kampanye perusahaan atau tidak,
tanpa ada tekanan atau paksaan.

Terkait dengan pengaturan perjanjian kerja bersama (PKB), perusahaan dan serikat pekerja
dapat bekerja sama untuk menyusun kebijakan employee branding yang lebih adil dan transparan. Dalam
PKB, perusahaan dan pekerja dapat menyepakati klausul-klausul yang jelas mengenai kewajiban pekerja
dalam mendukung citra perusahaan. Hal ini dapat mencakup pembagian kompensasi yang adil bagi
pekerja yang terlibat dalam kegiatan branding, sehingga pekerja merasa dihargai atas kontribusinya
terhadap strategi pemasaran perusahaan. Selain itu, peraturan mengenai employee branding yang lebih
jelas dalam perjanjian kerja akan membantu menghindari konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.
Perusahaan perlu menjelaskan secara rinci dalam kontrak kerja atau PKB bagaimana kewajiban ini akan
diterapkan dan dampak yang akan diterima pekerja jika mereka tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
Hal ini dapat membantu menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan mengurangi potensi sengketa di
masa depan.

Pengaturan tentang employee branding harus mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat
mempengaruhi kesejahteraan pekerja. Salah satunya adalah kompensasi yang diberikan kepada pekerja
yang terlibat dalam employee branding. Perusahaan harus memastikan bahwa kewajiban employee
branding yang diterapkan sebanding dengan manfaat yang diterima pekerja. Dengan adanya kompensasi
yang jelas, pekerja akan lebih termotivasi untuk mendukung citra perusahaan dan hubungan kerja akan
berjalan lebih harmonis.

Akibat Hukum Bagi Pekerja yang Tidak Melaksanakan Employee Branding

Pekerja yang tidak melaksanakan kewajiban employee branding menghadapi potensi akibat
hukum, tergantung pada bagaimana kewajiban tersebut diatur dalam kontrak kerja atau peraturan
perusahaan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
memberikan dasar bahwa hubungan kerja bersifat kontraktual, artinya kewajiban dan hak pekerja
didasarkan pada kesepakatan tertulis antara pekerja dan pemberi kerja. Apabila dalam perjanjian kerja
telah ditegaskan bahwa mendukung citra perusahaan adalah bagian dari kewajiban pekerjaan, maka
pekerja yang tidak mematuhinya dapat dianggap melanggar kesepakatan kerja. Konsekuensi dari
pelanggaran tersebut dapat berupa peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja
(PHK). Namun, tindakan ini hanya dapat dibenarkan apabila sudah tercantum secara eksplisit dalam
perjanjian kerja. Jika tidak, maka sanksi yang dijatuhkan bisa dinilai melanggar hukum dan berpotensi
digugat oleh pekerja. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terlebih dahulu memasukkan
kewajiban employee branding secara jelas dalam kontrak. Kejelasan ini juga melindungi pekerja dari
sanksi yang tidak berdasar hukum.

Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan mencantumkan kewajiban employee branding secara
eksplisit dalam perjanjian kerja. Banyak pekerja yang diminta untuk mendukung citra perusahaan tanpa
pemahaman yang cukup terhadap konsekuensinya. Hal ini menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaan
sanksi ketika pekerja dianggap gagal menunjukkan sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai
perusahaan. Pekerja bisa saja mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui adanya kewajiban tersebut
atau bahwa kewajiban tersebut terlalu subjektif untuk diukur. Ketika perusahaan bertindak dengan
menjatuhkan sanksi sepihak, maka pekerja dapat membawa persoalan ini ke ranah penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Dalam kasus seperti ini, lembaga mediasi atau pengadilan hubungan
industrial akan menilai apakah tindakan perusahaan didasarkan pada aturan yang sah. Jika tidak
ditemukan dasar normatif, maka tindakan perusahaan dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak
pekerja.

Akibat hukum lain yang mungkin timbul adalah gugatan hukum dari pihak pekerja atas dasar
pelanggaran hak-hak konstitusional. Hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas privasi merupakan
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bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ketika perusahaan mewajibkan pekerja untuk melakukan branding di media sosial pribadi, tanpa adanya
persetujuan atau kejelasan batasan, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk pemaksaan terhadap
kebebasan individu. Pekerja memiliki hak untuk menolak perintah yang bertentangan dengan prinsip
hidup atau ruang privasi mereka. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam membuat
kebijakan yang menyangkut ranah personal pekerja, agar tidak melampaui batas yang ditentukan oleh
hukum. Perlindungan terhadap privasi pekerja harus menjadi pertimbangan utama dalam merancang
sistem employee branding.

Apabila pekerja menyatakan penolakan terhadap kebijakan employee branding secara terbuka
dan menimbulkan kerugian reputasi bagi perusahaan, maka perusahaan dapat menilai hal ini sebagai
pelanggaran kode etik. Dalam banyak perusahaan, kode etik dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai
perilaku karyawan dalam mendukung budaya perusahaan. Jika pekerja bertindak yang mencoreng citra
perusahaan misalnya dengan menyebarkan opini negatif secara publik maka perusahaan dapat
menempuh jalur sanksi dengan mengacu pada peraturan disipliner internal. Namun, perlu ditekankan
bahwa penilaian terhadap pelanggaran seperti ini harus berdasarkan bukti yang objektif, dan tidak boleh
sekadar didasarkan pada interpretasi sepihak dari pihak manajemen. Perlindungan hukum terhadap
pekerja tetap berlaku, termasuk hak untuk membela diri dan menolak tuduhan yang tidak berdasar.

Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran pekerja dalam kampanye employee branding dapat
dianggap sebagai bentuk pelanggaran ringan yang dapat diselesaikan secara internal melalui pembinaan.
Tidak semua ketidakpatuhan harus berujung pada sanksi hukum berat. Oleh karena itu, perusahaan
harus memiliki mekanisme evaluasi yang berjenjang, mulai dari peringatan lisan, pembinaan, evaluasi
kinerja, hingga peringatan tertulis jika ketidakpatuhan berulang. Sistem yang berjenjang ini
mencerminkan prinsip keadilan dalam hubungan industrial. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi
pekerja untuk melakukan perbaikan dan berkontribusi lebih baik di masa depan. Sistem yang adil dan
transparan akan memperkuat kepercayaan pekerja terhadap kebijakan perusahaan. Selain sanksi
internal, pekerja yang merasa dirugikan oleh penerapan kewajiban employee branding juga dapat
menuntut perusahaan melalui jalur hukum. Hal ini biasanya terjadi jika pekerja merasa telah
diberlakukan secara diskriminatif atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil akibat penolakan mereka
terhadap kebijakan perusahaan. Proses hukum ini dapat melibatkan pengadilan hubungan industrial
yang akan menilai apakah kebijakan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau
justru melanggar hak-hak pekerja. Gugatan ini juga bisa menjadi preseden hukum untuk kasus serupa di
masa mendatang, terutama jika belum ada pengaturan eksplisit dari negara mengenai employee
branding.

Kewajiban pekerja terhadap employee branding tidak dapat dipaksakan secara sepihak oleh
perusahaan. Dalam prinsip hubungan kerja yang adil, segala bentuk kewajiban harus disepakati terlebih
dahulu oleh kedua belah pihak. Pemaksaan kewajiban tanpa kesepakatan tertulis dapat menimbulkan
akibat hukum bagi perusahaan itu sendiri, termasuk risiko gugatan wanprestasi atau pelanggaran
ketentuan kontraktual. Oleh karena itu, perusahaan harus menjamin bahwa kewajiban ini merupakan
hasil dari kesepakatan yang dicantumkan dalam kontrak kerja. Dengan demikian, segala sanksi atau
tindakan administratif yang diambil terhadap pekerja memiliki dasar hukum yang kuat.

Konflik hukum yang muncul dari kewajiban employee branding mencerminkan pentingnya
peran regulasi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum. Selama tidak ada aturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur kewajiban ini, maka akan terus muncul perbedaan penafsiran
antara pekerja dan perusahaan. Negara seharusnya hadir untuk memberikan payung hukum yang
melindungi kedua belah pihak. Pemerintah dapat menerbitkan peraturan menteri atau kebijakan teknis
lainnya yang mengatur secara rinci batasan-batasan kewajiban branding bagi pekerja. Aturan ini akan
memperkuat posisi hukum dan menjadi rujukan dalam penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan.

Dalam peraturan yang ada saat ini, seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya, masih belum ditemukan keterkaitan langsung dengan employee
branding. Artinya, belum ada basis yuridis eksplisit yang dapat dijadikan landasan untuk menilai sah atau
tidaknya kewajiban employee branding. Oleh karena itu, perusahaan yang menerapkan kewajiban
tersebut harus berhati-hati dalam menyusun kebijakan agar tidak berbenturan dengan hukum positif.
Kekosongan hukum ini dapat berbahaya karena membuka ruang sengketa antara pekerja dan
perusahaan. Maka dari itu, pengaturan yang terstruktur diperlukan untuk menjamin perlindungan dan
kepastian hukum bagi semua pihak.

Sebagai langkah preventif, perusahaan dapat mengintegrasikan kewajiban employee branding
dalam dokumen resmi yang disepakati kedua pihak, seperti peraturan perusahaan dan PKB. Dalam
dokumen tersebut, perusahaan dapat merinci bentuk-bentuk employee branding yang diharapkan, sanksi
yang berlaku, serta bentuk penghargaan yang akan diberikan kepada pekerja. Pengaturan ini
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memberikan landasan hukum yang kuat bagi perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan bagi pekerja
dalam menjalankan kewajibannya. Dengan dokumen yang jelas dan sah secara hukum, maka potensi
konflik dapat diminimalisir. Pekerja juga memiliki pegangan yang jelas terhadap hak dan kewajibannya.

Akibat hukum terhadap pekerja yang tidak melaksanakan employee branding sangat tergantung
pada bagaimana perusahaan mengatur dan mengomunikasikan kebijakan tersebut. Jika kebijakan
disusun dengan dasar hukum yang kuat, dijelaskan secara transparan, dan dilaksanakan secara adil, maka
kebijakan tersebut dapat diterima dan dijalankan dengan baik. Sebaliknya, jika diterapkan secara sepihak
tanpa landasan hukum dan melanggar hak pekerja, maka berpotensi menimbulkan konflik hukum yang
merugikan semua pihak. Oleh karena itu, pendekatan yang adil, partisipatif, dan berbasis hukum
merupakan kunci utama dalam mengelola kewajiban employee branding di lingkungan kerja.

Rekomendasi Pengaturan Employee Branding dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Ketiadaan pengaturan yang spesifik terkait employee branding dalam sistem hukum
ketenagakerjaan Indonesia menjadi tantangan besar bagi perlindungan hak pekerja maupun kepastian
hukum bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya rekomendasi konkret untuk membentuk kerangka
hukum yang mengatur employee branding secara adil dan proporsional. Salah satu rekomendasi utama
adalah perlunya regulasi teknis dari pemerintah yang menjelaskan batasan dan ruang lingkup kewajiban
branding bagi pekerja. Regulasi tersebut dapat berbentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang
merinci indikator kewajiban branding, hak pekerja, serta mekanisme penyelesaian apabila terjadi
perselisihan. Tanpa panduan normatif yang terstruktur, perusahaan akan cenderung membuat kebijakan
sepihak yang tidak memiliki legitimasi hukum. Di sisi lain, pekerja juga akan kesulitan mempertahankan
hak-haknya karena tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit melindungi mereka. Maka dari itu,
pendekatan regulatif yang jelas harus menjadi prioritas dalam memperkuat tata kelola hubungan
industrial. Regulasi ini juga dapat digunakan sebagai alat harmonisasi antara tujuan strategis perusahaan
dan perlindungan hak pekerja. Ketika regulasi telah hadir, maka tidak akan ada lagi ruang abu-abu dalam
menilai kewajiban employee branding.

Rekomendasi selanjutnya adalah mengintegrasikan aspek employee branding ke dalam
perjanjian kerja secara eksplisit. Perusahaan harus mencantumkan klausul terkait branding dalam
kontrak kerja dan menjabarkan dengan rinci mengenai apa saja bentuk-bentuk kewajiban tersebut.
Klausul tersebut tidak hanya mencakup kewajiban, tetapi juga menjelaskan hak pekerja untuk menolak
apabila branding menyentuh ranah pribadi, seperti akun media sosial pribadi, simbol kepercayaan, atau
ekspresi ideologis. Dengan demikian, kontrak kerja menjadi dokumen yang sah secara hukum dan dapat
dijadikan acuan ketika terjadi perselisihan. Penting pula untuk menyertakan sanksi dan insentif yang
rasional, agar pekerja memahami tanggung jawabnya secara proporsional. Kontrak yang baik tidak boleh
menimbulkan ketimpangan relasi kuasa antara pemberi kerja dan pekerja. Ketika kontrak dibuat dengan
prinsip saling menghargai, maka pelaksanaannya akan lebih efektif dan minim konflik. Kejelasan isi
kontrak juga akan memperkuat posisi hukum perusahaan dalam mengatur loyalitas merek.

Dalam konteks pelaksanaan, perlu juga disusun pedoman internal perusahaan yang dapat
dijadikan rujukan operasional pelaksanaan employee branding. Pedoman ini hendaknya disusun oleh
departemen sumber daya manusia (SDM) dengan mempertimbangkan masukan dari pekerja dan serikat
pekerja. Dengan demikian, pedoman tidak hanya merefleksikan kepentingan manajemen tetapi juga
suara dari para pekerja. Pedoman tersebut dapat memuat standar perilaku, penggunaan atribut
perusahaan, partisipasi kampanye, serta cara-cara menjaga reputasi perusahaan di ruang publik.
Pedoman harus bersifat edukatif dan tidak represif agar dapat diterima oleh seluruh lini karyawan. Selain
itu, perusahaan harus menyosialisasikan isi pedoman tersebut secara rutin agar seluruh pekerja
memahami dan tidak merasa terjebak oleh ketentuan yang tidak mereka ketahui. Transparansi adalah
kunci dalam implementasi kebijakan branding yang berhasil. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat
memperkuat komitmen budaya kerja tanpa menimbulkan tekanan psikologis kepada karyawan.

Langkah berikutnya yang penting adalah memperkuat peran serikat pekerja dalam menyusun
kebijakan employee branding. Serikat pekerja sebagai representasi pekerja memiliki fungsi strategis
dalam memastikan bahwa setiap kewajiban yang diberlakukan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar
pekerja. Melalui perundingan bipartit, serikat pekerja dan manajemen dapat menyepakati klausul
branding yang adil dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Dengan demikian, tidak ada pihak yang
merasa dirugikan karena seluruh kebijakan telah melalui proses negosiasi yang setara. Keberadaan
serikat pekerja juga menjamin bahwa pekerja memiliki wadah untuk menyampaikan keberatan jika
merasa kebijakan branding memberatkan atau melanggar prinsip hidup mereka. Dalam jangka panjang,
kerja sama ini akan memperkuat hubungan industrial yang sehat dan menciptakan budaya kerja yang
kondusif. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas serikat pekerja dalam memahami isu branding sangatlah
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krusial. Serikat harus mampu bernegosiasi berdasarkan data, fakta, dan analisis hukum yang mendalam.
Kolaborasi ini akan menghasilkan kebijakan branding yang legitimate dan konstruktif.

Rekomendasi berikutnya menyangkut perlunya evaluasi kebijakan employee branding secara
berkala untuk menjamin efektivitasnya. Perusahaan harus membuat mekanisme monitoring dan evaluasi,
misalnya melalui survei karyawan, forum diskusi, atau audit perilaku kerja yang berorientasi pada nilai-
nilai perusahaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah kebijakan yang dijalankan masih
relevan, diterima, dan berdampak positif terhadap produktivitas maupun citra perusahaan. Jika
ditemukan adanya resistensi dari pekerja atau penurunan motivasi, maka kebijakan tersebut perlu
ditinjau ulang. Evaluasi juga penting untuk menghindari stagnasi kebijakan yang tidak lagi sesuai dengan
perkembangan zaman atau dinamika pasar kerja. Dengan mengevaluasi kebijakan secara konsisten,
perusahaan dapat melakukan perbaikan yang berbasis bukti dan partisipasi karyawan. Proses ini akan
menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan bersama.
Evaluasi tidak hanya alat kontrol, tetapi juga bentuk apresiasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan
pelaksanaan kebijakan branding.

Dalam rangka menjamin perlindungan hukum, rekomendasi lain adalah perlu adanya penguatan
literasi hukum di kalangan manajer dan pekerja terkait batasan employee branding. Banyak kebijakan
perusahaan yang gagal diterima pekerja karena kurangnya pemahaman terhadap aspek legal dan etis dari
branding itu sendiri. Oleh sebab itu, pelatihan atau workshop tentang hukum ketenagakerjaan, privasi,
dan hak-hak pekerja perlu diperluas. Pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga pelatihan
ketenagakerjaan, asosiasi profesi, atau instansi pemerintah. Tujuannya agar semua pihak memahami
bahwa branding bukan sekadar alat pemasaran, tetapi juga memiliki dimensi etis dan yuridis. Ketika
pekerja paham hukum, mereka tidak mudah dimanipulasi oleh kebijakan yang tidak berpihak. Sebaliknya,
perusahaan juga akan lebih hati-hati dalam menyusun kebijakan yang bisa berujung pada gugatan
hukum. Pendidikan hukum menjadi fondasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang berbasis
kepatuhan dan saling menghargai.

Penguatan sistem hukum nasional juga dapat ditempuh dengan mendorong Mahkamah
Konstitusi, Mahkamah Agung, atau Pengadilan Hubungan Industrial untuk memberikan interpretasi
hukum terhadap kasus employee branding. Jika terdapat perkara hukum yang menyangkut kewajiban
pekerja dalam mendukung citra perusahaan, maka putusan yudisial tersebut dapat menjadi preseden
hukum yang penting. Putusan-putusan tersebut akan membantu memberikan arah dalam menafsirkan
kebijakan perusahaan yang menyangkut ranah ekspresi dan privasi pekerja. Melalui yurisprudensi,
hukum dapat berkembang menyesuaikan kebutuhan zaman tanpa harus menunggu perubahan undang-
undang. Oleh karena itu, para hakim perlu dibekali dengan pemahaman yang cukup mengenai employee
branding agar putusan mereka dapat menjawab persoalan ketenagakerjaan yang kontemporer. Peran
lembaga peradilan dalam menciptakan kepastian hukum adalah bagian penting dari sistem checks and
balances. Bila preseden hukum mulai terbentuk, maka perlindungan hukum akan semakin merata.

Dalam sistem hukum yang sehat, lembaga legislatif juga perlu memberikan perhatian terhadap
isu employee branding. DPR RI melalui Komisi IX yang membidangi ketenagakerjaan dapat menginisiasi
pembentukan regulasi baru atau revisi undang-undang yang relevan. Misalnya, dalam revisi Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja,
aspek branding dalam hubungan kerja dapat mulai dimasukkan sebagai norma baru. Legislasi yang baik
akan menjadi landasan bagi seluruh perusahaan untuk menyusun kebijakan internal yang tidak
bertentangan dengan hukum nasional. Dengan adanya payung hukum yang sah dari negara, maka tidak
ada lagi celah interpretasi yang berpotensi menimbulkan konflik di lapangan. Legislasi ini juga dapat
melindungi pekerja yang bekerja di sektor informal atau usaha mikro kecil yang sering kali tidak memiliki
struktur manajerial yang kuat. Maka dari itu, keterlibatan parlemen sangat strategis dalam menjamin
keadilan industrial.

Rekomendasi yang tidak kalah penting adalah mendorong pendekatan berbasis etika dalam
penerapan employee branding. Hukum memang penting, tetapi etika organisasi menjadi dasar moral
yang lebih fleksibel dalam membentuk perilaku kerja. Perusahaan perlu mengembangkan kode etik yang
mencerminkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan rasa hormat terhadap
hak individu. Kode etik ini harus disosialisasikan secara menyeluruh dan menjadi bagian dari budaya
organisasi. Dalam situasi tertentu, etika bahkan dapat menjadi batas terakhir ketika hukum tidak mampu
menjangkau semua aspek hubungan kerja. Perusahaan yang menjunjung tinggi etika akan lebih dihargai
oleh pekerja dan masyarakat luas. Maka dari itu, penggabungan antara pendekatan hukum dan etika
adalah strategi terbaik dalam mengelola employee branding yang berkeadilan. Etika memberikan sisi
humanis dalam implementasi regulasi teknis yang kaku.
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SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kketiadaan pengaturan hukum yang spesifik mengenai
employee branding menimbulkan ketidakpastian baik bagi pekerja maupun perusahaan dalam konteks
hubungan kerja. Kewajiban untuk mendukung citra perusahaan belum memiliki dasar normatif yang kuat
dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia, sehingga penerapannya kerap bersandar pada kebijakan
internal yang berpotensi melanggar hak-hak pekerja. Hal ini menempatkan pekerja pada posisi yang
rentan terhadap tindakan sepihak, terutama jika mereka menolak melaksanakan perintah branding yang
menyentuh ranah pribadi atau bertentangan dengan nilai individu.

Konsekuensi hukum terhadap ketidakpatuhan terhadap employee branding sangat bergantung
pada sejauh mana kebijakan tersebut dijabarkan secara sah dalam kontrak kerja atau peraturan
perusahaan. Tanpa kejelasan aturan dan landasan yuridis, sanksi terhadap pekerja dapat dinilai
sewenang-wenang dan melanggar prinsip keadilan hubungan industrial. Oleh sebab itu, dibutuhkan
pendekatan yang mengakar dalam hukum positif serta disertai prinsip etika kerja yang menghormati hak
dan martabat pekerja.

Rekomendasi strategis yang dapat dilakukan meliputi pembentukan regulasi teknis oleh
pemerintah, penguatan klausul kontrak kerja, pelibatan serikat pekerja dalam perumusan kebijakan,
serta integrasi nilai etis dalam sistem manajerial perusahaan. Semua langkah tersebut harus ditujukan
untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan perusahaan dalam membangun citra merek dan
perlindungan hak pekerja sebagai subjek hukum yang setara. Dengan begitu, employee branding dapat
diterapkan sebagai strategi organisasi yang konstruktif, bukan instrumen penekan yang tidak manusiawi.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, penulis mengusulkan beberapa langkah
konkret yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan dalam dunia
ketenagakerjaan. Pertama, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan perlu segera menyusun
regulasi teknis yang secara khusus mengatur kewajiban employee branding dalam hubungan kerja.
Regulasi tersebut harus memuat batasan, hak, kewajiban, dan perlindungan hukum bagi pekerja agar
tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dasar, khususnya kebebasan berekspresi dan privasi.

Kedua, perusahaan disarankan untuk memasukkan klausul employee branding secara eksplisit
dalam kontrak kerja dengan redaksi yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara
hukum. Kontrak tersebut harus menjelaskan secara rinci bentuk-bentuk perilaku branding yang
diharapkan, indikator penilaian, serta mekanisme sanksi dan insentif yang proporsional. Selain itu, perlu
disusun peraturan perusahaan atau pedoman internal yang menyertakan partisipasi pekerja dan serikat
pekerja dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan tersebut.

Ketiga, disarankan agar pekerja memperoleh literasi hukum dan etika kerja melalui pelatihan
atau workshop yang difasilitasi oleh perusahaan maupun lembaga ketenagakerjaan. Dengan demikian,
pekerja akan memahami posisi hukum mereka dan dapat menjalankan tanggung jawab branding secara
sadar dan sukarela. Di sisi lain, manajemen juga akan semakin memahami batasan legal dan etis dalam
menerapkan strategi employee branding, sehingga tidak menciptakan kebijakan yang otoriter atau
diskriminatif.

Keempat, untuk sektor swasta maupun publik, implementasi kebijakan employee branding harus
mempertimbangkan aspek kesejahteraan dan psikologis pekerja. Penerapan branding tidak boleh hanya
berorientasi pada keuntungan perusahaan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai
kemanusiaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, pendekatan partisipatif dan
dialogis sangat penting dalam memastikan kebijakan ini diterima dan dijalankan secara efektif.

Penelitian lanjutan sangat dianjurkan untuk memperluas cakupan kajian terhadap berbagai
sektor industri, termasuk bagaimana bentuk implementasi employee branding berbeda di sektor formal
dan informal. Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris juga dapat dilakukan untuk menilai dampak
nyata dari kebijakan branding terhadap motivasi dan kesejahteraan pekerja. Dengan data dan studi
lanjutan yang lebih luas, formulasi kebijakan yang adil dan komprehensif dapat lebih mudah diwujudkan.
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